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PUTUSAN

Nomor : 1943/Pdt.G/2016 /PA.Ckr..
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis
Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

Yasid Asyari Bin Khaerodin, Tempat Tanggal Lahir Kebumen 07 Februari
1987 Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir
SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di
Perumahan Kirana Cikarang Blok D.12 No.35, RT.006
RW.021, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Melawan

Ricanur Faujiah Binti Hasan Basri, Tempat Tanggal Lahir Bekasi 29 Agustus
1992 Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir
SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal
dirumah orang tua a.n Bpk. Hasan Basri di Kampung
Cibitung Raya Citra, RT.001 RW.003, Desa Telaga Asih,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon,;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal

28 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
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Cikarang dengan nomor register 1900 Pdt.G/2016/PA.Ckr. mengajukan hal-
hal sebagai berikut : :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada
tanggal 02 April 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA
Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat
rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:
0260/006/1V/2016 tanggal 04 April 2016.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon
tinggal bersama terakhir dikediaman Pemohon di Perumahan Kirana
Cikarang Blok D.12 No.35, RT.006 RW.021, Desa Telaga Murni,

Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan
harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya
suami istri (ba’da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak.

4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya
rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak
akhir bulan Mei 2016 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus

menerus yang disebabkan:

4.1. Bahwa Termohon merasa kekurangan atas nafkah yang
diberikan oleh Pemohon, dimana Pemohon memberikan nafkah
sebesar rata-rata Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu
rupiah) /bulan, padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal
mungkin untuk mendapatkan penghasilan yang cukup demi

memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4.2. Bahwa Termohon sudah tidak lagi melayani Pemohon
sebagaimana mestinya istri terhadap suami, seperti menyiapkan
makanan, pakaian Pemohon dan ketika dinasehati Termohon suka

melawan terhadap Pemohon;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah
tangga, tetapi Termohon tidak merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan
Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga
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mengakibatkan pisah tempat tinggal dan sekarang menempati tempat
tinggal sebagaimana diatas dalam identitas Pemohon dan Termohon
sehingga sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga
bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada

keluarga akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak
sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu
Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk
memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang
ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih
lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Yasid Asyari Bin Khaerodin) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Ricanur Faujiah Binti
Hasan Basri) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cg Majelis Hakim
berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon hadir di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak pernah
hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil
atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan
Nomor: 1943/Pdt.G/2016/PA..Ckr. tanggal 17 Nopember 2016, dan tanggal
230 Nopember 2016 yang dibacakan di depan persidangan ternyata
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Termohon telah dipanggil secara rsmi dan patut menurut hukum maka

pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati
Pemohon untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri
namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu kemudian dalam sidang yang
dinyatakan tertutup untuk umum dibacakanlah permohoan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan pejelasan
secukupnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat
didengarkan jawabannya karena tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon
telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Yasid Asyari bin
Khaerodin Nomor: 3216080702870016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bekasi, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel
pejabat pos, setelah dicocokan dengan aslinya lalu oleh Majlis Hakim
diberi kode P-1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang
ditkeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Beksi, Nomor: 0260/006/IV/2016, tanggal 04 April 2016 yang
telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah
dicocokan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula
menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah
sumpah, sebagai berikut:

. AGUS BUDIANTO Bin RASID, M. umur 51 tahun, agama Islam,,
pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Bulak Klender
RT.004 Rw. 15 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren sawit, Jakarta
Timur;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan mempunyai
hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon dan saksi
juga kenal dengan Termohon;
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- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri
yang menikah pada tahun 2016 dan saksi hadir pada acara
pernikahan tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon
terakhir berumah tangga di perumahan Kirana Blok D.12 No. 35 Rt.006
Rw. 21 Desa Telaga Murni, Kecamatan Ciakarang Barat, Kabupaten
Bekasi;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama
berumah tangga telah bergaul sebagaiman layaknya suami istri namun
belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan
Mei 2016 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan dan saksi tidak pernah
melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetap
saksi tahu dari cerita Pemohon;

- Bahwa, saksi tahu dari Pemohon yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena
Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, dan
hal tersebut menjadi pemicu Termohon tidak mau melayani Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan termohon sudah
pisah rumah sejak bulan Juni 2016 yang keluar dari tempat kediaman
bersama adalah Termohon;

- Bahwa, saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada
Pemohon,namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai
dengan Termohon;

II. UMAR SAID Bin KHERUDIN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan
karyawan swasta, bertempat kediaman di Perum KSB blok [|-51 No. 24
Rt.001 Rw. 07 Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah,
Kabnupaten Bekasi,

Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan mempunyai hubungan
dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon dan saksi juga
kenal dengan Termohon;
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- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri
yang menikah pada tahun 2016 dan saksi hadir pada acara
pernikahan tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon
terakhir berumah tangga di perumahan Kirana Blok D.12 No. 35 Rt.006
Rw. 21 Desa Telaga Murni, Kecamatan Ciakarang Barat, Kabupaten
Bekasi;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama
berumah tangga telah bergaul sebagaiman layaknya suami istri namun
belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan
Mei 2016 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan dan saksi sering melihat
sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan saksi juga tahu dari
cerita Pemohon;

- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena
Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon,
Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan Termohon sudah
tiidak mau melayani Pemohon lagi,

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan termohon sudah
pisah rumah sejak bulan Juni 2016 yang keluar dari tempat kediaman
bersama adalah Termohon;

- Bahwa, saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada
Pemohon,namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai
dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam
kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam
persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar
Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusannya;
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Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara
Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan
putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan
oleh saksi maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Termohon bertempat
tinggal di wilayah Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama
Cikarang, memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para
saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.2 haruslah dinyatakan
terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan
belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan
yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,
maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam
sengketa perkawin dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata telah dipanggil secara sah dan
patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah hadir
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir
sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut hukum, dan Majlis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon
namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dalam sidang yang dinyatakan
tertutup untuk umum dibacakannlah permohonan Pemohon yang isinya tertap
dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapannya
kaena tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat dilanjutkan walaupun
diluar hadir pihak Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon
yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita
permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan
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Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi
untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 22 ayat (2),
Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-
orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Pemohon telah menghadirkan saksi-
saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu: Agus Budianto Bin rasid M.,
danUmar said Bin Khaerudin menerangkan di bawah sumpahnya yang pada
pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
pada awalnya baik-baik dan rukun-rukun saja namun sejak Mei  tahun
20146sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun lagi sering terjadi
percekcokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu
menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon tidak perhatian
terhadap Pemohon, Termoghon tidak mau melayani Pemohon, dan antara
Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 dan yang
meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon disamping itu
Pemohon sudah diberikan nasehat oleh saksi dan keluarga nam,un tidak
berhasil; yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling
berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga
sesuai dengan Pasal 309 Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan
Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta
dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas,
maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel
baar tweespalt) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah
(marriage breakdown), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga
sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-
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undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan
sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi
do> 9 8350 aSin Jazs Ll 1siSoud Lo lg il aSaussl o @Slals Ol ail oy
095y poil el s (8 ol
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”. Telah tidak terwujud;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dan melihat sikap Pemohon dipersidangan yang menunjukkan
ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada
Termohon, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah
hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak,
oleh karenanya dengan merujuk pada nash yang tercantum dalam Al-Qur’an
Surat Al-Bagarah ayat 227 ;
26 o T T 1,5 0
Yang Artinya berbunyi sebagai berikut: “Dan jika mereka bertetap hati untuk
talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”,
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktor maslahat dan
mafshadat antara dipertahankan dan diputuskannya ikatan perkawinan antara
Pemohon dan Termohon tersebut melalui institusi perceraian, Pengadilan
mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang
demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya
sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan
akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, seperti yang
termaktub dalam Qaedah Figiyah yang berbunyi sebagai berikut:
tllan]l cd> (e p 380 2uw Laadl s
:Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka
terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon,
sehingga Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur
alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin
kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon
telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan
berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan
Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap
Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah
talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raji merupakan talak yang dijatuhkan oleh
seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat
hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa
iddah, dan bilama mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri
tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor : 28/TUADA/AG/2002 tanggal 22 Oktober 2002
jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor : 249K/AG/2010 tanggal 25 Juni
2010 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini setelah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama di tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon
untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,
maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
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Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum
syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1 .Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2 .Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

3. Memberi ijin kepada Pemohon (Yasid Asyari bin Khaerodin) untuk
menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Ricanur Paujiah Binti
Haasan Basri) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 346. 000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016
Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabi’'ul Awal 1438 Hijriah, oleh kami,
Drs. SAYUTI,. sebagai Hakim Ketua, MUHSIN, SH., dan Drs. TAUHID, SH.
MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu
juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh TAUFIK AHMAD,
SH., Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa
hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. SAYUTI

Hakim Anggota Hakim anggota

MUHSIN, SH., Drs. TAUHID, SH.MH.,
Panitera sidang

TAUFIK AHMAD,SH
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Perincian Biaya perkara No: 1943/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

Pendaftaran Rp. 30.000,-
Biaya Proses Rp. 50.000,-
Biaya Pangilan Rp 255..000,-
Redaksi Rp. 5.000,-
Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 346.000.,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah))
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